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bagi Pemerintah subnasional Indonesia sebagai lokasi transit.
Penelitian ini menggunakan perspektif paradiplomasi untuk
menganalisis respon Pemerintah Jakarta Barat terhadap
pengungsi asing di wilayahnya. Jakarta Barat merupakan salah
satu Kota Administratif di Daerah Khusus Ibukota (DKI)
Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif. Sumber data penelitian dikumpulkan dan dianalisis
dari studi literatur, berita terkini, dan teori-teori sosial politik.
Hasil penelitian menemukan bahwa paradiplomasi Pemerintah
Jakarta Barat terjadi karena adanya perbedaan requlasi yang
berlaku. Apalagi, proses ini bisa paralel dengan Pemerintah
Pusat (Pemerintah Indonesia) dalam menangani pengungsi di
wilayahnya dengan pendekatan  kearifan  lokal-regional.
Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat dilakukan dengan
mengkoordinasikan penyaluran bantuan kepada pengungsi,
bekerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholders)
dalam penanganan permasalahan pengungsi internasional dan
nasional, serta mengelola kebijakan penanganan pengungsi di
lokasi transit tempat tinggal pengungsi, khususnya di
Kalideres, Jakarta Barat. Upaya penanganan ini bertujuan
untuk mencegah konflik horizontal antara pengungsi dan
masyarakat lokal serta mencapai kepentingan subnasional
dalam bentuk dukungan material, finansial, dan politik.

Kata Kunci: Hubungan  Luar  Negeri;  Kepentingan
Subnasional; Lokasi Transit; Paradiplomasi;
Pemerintah Daerah; Pengungsi
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1. Pendahuluan

Jumlah pengungsi saat ini diperkirakan mencapai sekitar 26 juta orang akibat konflik atau
kondisi yang membahayakan kehidupan mereka di seluruh dunia. Dua pertiganya berasal dari
negara yang saat ini mengalami konflik berkepanjangan, seperti Suriah, Sudan Selatan,
Afghanistan, Somalia, dan Myanmar (United Nations High Commissioner for Refugees, 2020a).
Hingga saat ini, isu pergerakan manusia melintasi batas negara telah berlangsung sepanjang
sejarah. Indonesia telah menjadi lokasi transit pengungsi, dengan sekitar 13.657 pengungsi
berada di wilayahnya pada tahun 2019 (United Nations High Commissioner for Refugees,
2020b). Salah satu lokasi transit pengungsi tersebut yang menjadi perhatian masyarakat, adalah
di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar 400-500 pengungsi asing untuk sementara ditempatkan di
tenda kecil yang memenuhi setiap ruang dan meluas hingga ke tempat parkir di gedung eks-
Kodim (The Guardian, 2019). Para pengungsi pindah ke Indonesia melalui jalur legal atau ilegal
untuk mencapai negara tujuan akhir mereka, Australia atau Selandia Baru. Secara geografis,
letak Indonesia cukup strategis sebagai negara transit. Namun karena kondisi tertentu, seperti
kebijakan pembatasan pengungsi Pemerintah Australia dan Selandia Baru, mereka akhirnya
terpaksa tinggal untuk periode waktu yang belum bisa ditentukan di wilayah Indonesia
(Palmer & Missbach, 2019).

Keberadaan pengungsi di kawasan Jakarta Barat menimbulkan permasalahan. Para
pengungsi di Kalideres sempat mendapat perhatian pemberitaan nasional dan internasional
karena kehadiran mereka disinyalir menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat (CNN
Indonesia, 2019b). Di sisi lain, para pengungsi merasa hak fundamentalnya masih belum
dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia dan United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR). Mereka melakukan demonstrasi di Kantor Perwakilan UNHCR di Indonesia untuk
menuntut pemenuhan hak-haknya dan mempercepat pemindahan mereka ke negara tujuan
(Bayani & Gondo, 2019). Kondisi konfliktual ini telah menimbulkan permasalahan horizontal
antara warga di kawasan Jakarta Barat dan pengungsi (Beritasatu.com, 2019a). Masalah ini
menjadi tantangan bagi Pemerintah Jakarta Barat untuk menangani masalah pengungsi di
wilayahnya. Apalagi isu ini telah mendapat perhatian global (Curby, 2019).

Terkait keberadaan pengungsi, Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 125
Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai salah satu rujukan
Pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan pengungsi di wilayahnya (Missbach et
al., 2018). Peraturan ini berfungsi untuk memberikan aturan hukum bagi pengungsi di wilayah
Indonesia, mengatur alur koordinasi antar lembaga pemerintah yang bertanggung jawab
menangani pengungsi, dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah
Daerah dalam menangani masalah pengungsi di wilayah Indonesia (Sadjad & Walden, 2019).
Dalam konteks ini, sudah ada kerangka tata kelola nasional untuk masalah pengungsi.

Melalui peraturan ini, peran pemerintah subnasional (Pemerintah Daerah di mana terdapat
pemukiman pengungsi) adalah untuk menangani masalah pengungsi melalui koordinasi
dengan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, Indonesia terus mengedepankan perannya hanya
sebagai negara transit tanpa berniat menampung pengungsi secara permanen. Dengan
demikian, para pengungsi asing di wilayah Indonesia dan pergaulannya dengan masyarakat
Indonesia, Organisasi Internasional, dan khususnya Pemerintah Jakarta Barat,
mengidentifikasinya sebagai pihak asing dari luar negeri yang harus mengikuti ketentuan
hukum yang berlaku di Indonesia. Apakah peran aktor subnasional diklasifikasikan sebagai
tindakan paradiplomasi tergantung pada penafsiran kepentingan aktor Pemerintah Daerah
dalam peran dan tujuan mereka.
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Dalam konteks regulasi paradiplomasi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam kegiatan
hubungan luar negeri Indonesia (Republik Indonesia, 1999). Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Daerah dapat menjalin
kerjasama dengan pihak internasional lainnya (Republik Indonesia, 2000). Selain itu Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan kewenangan
kepada Pemerintah Daerah untuk menjalin hubungan luar negeri dan kerja sama yang
berkaitan dengan kepentingan daerah, namun tetap sejalan dengan kepentingan nasional
Indonesia (Republik Indonesia, 2014). Selanjutnya Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Republik Indonesia,
2018). Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Jakarta Barat dapat mengoperasionalkan tindakan
paradiplomasi dalam menjalankan isu hubungan luar negeri untuk kepentingan daerahnya,
termasuk masalah pengungsi.

2. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan tata kelola pengungsi dan
paradiplomasi kemudian dikaji untuk menandai kebaruan penelitian ini. Andrews (2016);
Bulgin (2017); Fincher et al., (2014); Balbo & Marconi (2006); Zhang et al., (2006) meneliti tentang
fenomena kedatangan pengungsi dan bagaimana respon kebijakan Pemerintah subnasional
terhadap pengungsi tersebut. Penelitian lain menunjukkan bagaimana hubungan luar negeri
daerah dalam mengelola fenomena pergerakan manusia lintas batas (McConnell et al., 2012;
Totoricagtiena, 2005). Terdapat pula beberapa studi sebelumnya tentang pergerakan manusia
lintas batas negara (khususnya pengungsi transit) berhubungan dengan tata kelola multi-level
dan hubungan pemerintah nasional-subnasional (Mascarefias & Amador, 2019; Adamson &
Tsourapas, 2018; Makarychev, 2018; Panizzon & van Riemsdijk, 2018; Totoricagtiena, 2005).
Beberapa penelitian lain juga mengangkat paradiplomasi yang dihadapkan pada isu
pergerakan manusia lintas batas negara dalam konteks persoalan identitas, khususnya
mengenai sentimen self dan others (Becker & Ferrara, 2019; Dreher et al., 2019; Adamson &
Tsourapas, 2018; Gamso & Yuldashev, 2018; Makarychev, 2018; Vigneswaran, 2008; Balbo &
Marconi, 2006; Totoricagtiena, 2005).

Studi-studi sebelumnya menemukan bahwa pembahasan tentang korelasi pergerakan
manusia lintas batas negara, masalah identitas, dan paradiplomasi merupakan topik yang
cukup banyak dibahas di kalangan akademisi lintas bidang dan menunjukkan urgensi dan
kekayaan penelitian topik ini sebagai masalah kajian dunia kontemporer. Fokus penelitian kali
ini adalah mengkaji praktik paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat dalam menanggapi
pengungsi internasional di wilayahnya dan menangani masalah pengungsi. Kajian ini
melengkapi kajian-kajian sebelumnya, khususnya dari segi level analisis yang mengambil
Pemerintah Jakarta Barat sebagai aktor subnasional dan kepentingan subnasionalnya. Selain
dinamika kebijakan nasional-subnasional dalam menangani isu pengungsi dan dampak sosial
yang ditimbulkannya. Penelitian ini mempertimbangkan dinamika pengungsi yang bukan
merupakan warga negara asal namun seringkali gagal dalam pemenuhan HAM oleh
Pemerintah Daerah dalam interaksinya dengan warga sekitar dan juga Pemerintah Daerah.

Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat dalam penanganan pengungsi sangat penting dan
mendesak untuk dipelajari. Terutama mengacu pada keseragaman, sinkronisasi, dan
keserentakan antara kebijakan dan kepentingan nasional dengan kebijakan dan kepentingan
subnasional yang dapat menimbulkan deviasi atau menunjukkan formalitas tersendiri dalam
penanganan pengungsi di negara transit. Dalam kondisi seperti ini, Jakarta Barat hanya
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memiliki posisi sebagai daerah persinggahan pengungsi dalam perjalanan menuju negara
tujuan, bukan sebagai negara tujuan itu sendiri.

Aktor negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang memonopoli hubungan luar
negeri (Lecours, 2008). Bahkan aktor-aktor yang perannya dianggap minor dibandingkan
negara saat ini aktif dalam menjalankan hubungan transnasional. Hubungan transgovermental
menggambarkan semakin sensitifnya kondisi perumusan kebijakan pemerintah nasional suatu
negara terhadap negara lain, karena semakin banyaknya aktor non pemerintah dalam
hubungan luar negeri (Keohane & Nye, 1974). Transgovernmentalism dimaknai sebagai
internasionalisasi proses perumusan kebijakan melalui interaksi antar instansi pemerintah.
Transgovernmentalism dalam penelitian ini mendeskripsikan hubungan antara Pemerintah
Jakarta Barat dengan publik global, baik negara maupun non negara. Transgovernmentalism
yang relevan untuk dikaji merujuk pada relasi-relasi atau diplomasi atau hubungan luar negeri
Pemerintah Jakarta Barat sebagai aktor subnasional.

Slaughter (1997; 2003) menjelaskan bagaimana transgovernmental networks menjalani suatu
pola hubungan reguler dan memiliki tujuan tertentu antara berbagai lembaga pemerintah yang
bekerja melintasi batas pemisah antara ranah domestik dan internasional. Slaughter
menjelaskan bagaimana nongovernmental organization (NGO) atau intergovernmental organization
(IGO) yang memiliki karakteristik dan nilai tata kelola (governance) antar aktor internasional
dalam lingkup kelembagaannya juga berperan dalam membentuk suatu jaringan kerja
transgovernmental network dengan berbagai aktor lainnya dalam hubungan internasional
kontemporer. Sehingga dapat dipahami luasnya kajian dari konsep transgovernmental itu
sendiri, termasuk mencakup relasi berbagai aktor transnasional. Meluasnya politisasi kinerja
aktor NGO/IGO dan interaksi dengan berbagai aktor transnasional ini tidak lepas dari
dukungan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Willetts, 2001). Fokus utama
pembahasan adalah hubungan transgovernmental yang dijalin oleh aktor subnasional
(Pemerintah Jakarta Barat) dengan aktor IGO transnasional (UNHCR), dalam suatu kerjasama
yang menguntungkan kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang sama dalam suatu
isu internasional spesifik (pengungsi).

Penelitian ini juga menggunakan konsep paradiplomasi. Konsep ini menjelaskan kelanjutan
teoritis perkembangan transgovernmentalism di dalam masyarakat internasional, yaitu
meningkatnya aktor subnegara dalam hubungan luar negeri. Konsep ini menjelaskan bahwa
berbagai aktor dapat menjalankan diplomasi aktor negara di berbagai lapisan (Criekemans,
2008 sebagaimana dikutip dalam Mukti et al., 2019). Menurut Chatterji & Saha (2017),
paradiplomasi adalah proses unit konstituen dari negara melakukan hubungan diplomatiknya
sendiri untuk mengejar kepentingan mereka, yang mungkin berbeda dari atau berdampingan
dengan negara asalnya. Wolff (2007) menjelaskan bahwa paradiplomasi sebagai kapasitas
politik luar negeri entitas subnasional berupa partisipasi dan independensi metode diplomasi
dari negara asalnya di kancah internasional untuk mengejar kepentingan spesifik. Adapun
dalam penelitian ini, aktor paradiplomasi adalah Pemerintah Jakarta Barat yang menangani
masalah pengungsi. Paradiplomasi juga ada di tingkat sosial dan hak asasi manusia (Lecours,
2008; Paquin & LaChapelle, 2005).

Konsep selanjutnya adalah tentang pengungsi. Dalam hubungan internasional, keberadaan
pengungsi merupakan hal lumrah yang terjadi sepanjang masa, seiring dengan berbagai
peristiwa sejarah. Penelitian ini mengkaji kehadiran pengungsi dari dua perspektif teoritis;
pergerakan manusia melintasi batas negara dan identitas pengungsi.

Perpindahan manusia melintasi batas negara menunjukkan perpindahan fisik manusia dari
satu tempat ke tempat lain melintasi batas teritorial dan periode tertentu untuk singgah
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(transit) ataupun menetap (Stalker, 2008). Pergerakan manusia lintas batas negara dalam
penelitian ini difokuskan pada penanganan pengungsi yang bersifat multilevel oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah Jakarta Barat. Seringkali para pengungsi ini datang ke suatu
daerah dengan beban konflik, identitas, budaya, dan kepribadian masing-masing yang bisa
berbeda dengan masyarakat di negara tujuan.

Pentingnya kajian kedua mengenai identitas pengungsi adalah dalam melihat fenomena
keberadaan pengungsi di wilayah Indonesia, khususnya Kalideres. Pengungsi dalam konteks
identitas menunjukkan fleksibilitas identitas dalam masyarakat, memungkinkan terjadinya
perubahan identitas, baik kooperatif maupun destruktif, antara pengungsi dan masyarakat
lokal (Goff & Dunn, 2004). Identitas tersebut menjadi salah satu perhatian dalam mengkaji
fenomena pengungsi untuk memahami konstruksi identitas pengungsi dan dampaknya
terhadap konflik horizontal di Jakarta Barat. Maka yang menjadi pertanyaan esensial dalam
melihat situasi ini adalah bagaimana bentuk penanganan pengungsi oleh Pemerintah Jakarta
Barat menjadi salah satu bentuk paradiplomasi yang mereka lakukan terhadap publik global
atas dasar kemanusiaan. Terutama dalam lingkup tindakan atau upaya para aktor daerah
(Pemerintah Jakarta Barat) untuk membantu aktor negara dalam proses penanganan pengungsi
yang pada akhirnya melayani kepentingan Jakarta Barat, yaitu menghindari konflik horizontal
akibat keberadaan pengungsi di wilayahnya.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan data sekunder berdasarkan
sumber pustaka, berita terkini, dan teori sosial politik. Metode kualitatif yang digunakan
adalah interpretatif. Yakni menginterpretasikan fenomena sosial yang terlihat untuk dianalisis
berdasarkan teori atau konsep yang digunakan. Metode kualitatif digunakan sebagai acuan
dalam pengumpulan data, analisis data, dan rangkaian tahapan penelitian untuk memahami
secara kronologis berbagai fenomena sosial untuk membuat gambaran yang holistik dan
kompleks dari fenomena tersebut ke dalam laporan rinci yang dapat dipertanggungjawabkan
(Creswell & Poth, 2017). Fenomena yang dimaksud adalah paradiplomasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Jakarta Barat sebagai aktor subnasional terhadap publik global dalam menangani
permasalahan pengungsi di wilayahnya. Berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh,
permasalahan yang ada dikaji dan dianalisis sebelum memberikan kesimpulan secara kualitatif.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ada dua sudut pandang utama dalam penelitian ini tentang paradiplomasi. Pertama,
tindakan dan upaya aktor subnasional dalam membantu aktor Pemerintah Pusat mencapai
kepentingannya, sebagai upaya yang lebih luas untuk memenuhi kepentingan subnasional.
Kedua, kepentingan aktor subnasional yang berdiri sendiri, yakni menangani masalah
pengungsi yang semakin mendesak di daerahnya masing-masing. Paradiplomasi dalam
konteks penelitian ini dilihat dari dua hal. Di satu sisi, paradiplomasi diarahkan pada
Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah mendapat legitimasi bahkan dukungan dalam
tindakannya menangani kehadiran pengungsi di wilayahnya (ke dalam).

Di sisi lain, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan sumber dayanya dalam
menyelesaikan masalah internal pengungsi di wilayahnya (ke luar). Kedua bentuk
paradiplomasi ini akan menjadi fokus utama penelitian ini. Pada bagian selanjutnya, penelitian
ini menjelaskan berbagai konsep yang digunakan dan relevansinya. Selanjutnya penelitian ini
akan mendeskripsikan bentuk-bentuk paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta
Barat dalam menangani permasalahan pengungsi di kawasan ini sebagai lokasi transit
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(Kalideres). Pembahasan terdiri dari relasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam
penanganan masalah pengungsi internasional dan nasional, penyaluran bantuan kepada
pengungsi, dan pengelolaan kebijakan pengungsi di lokasi transit.

4.1. Relasi dengan Organisasi Nasional dan Internasional

Secara umum, beberapa organisasi berperan dalam penanganan pengungsi di dunia,
termasuk di Indonesia. Misalnya, peran International Organization for Migration (IOM) sebagai
organisasi internasional antarpemerintah yang berafiliasi dengan PBB memberikan layanan dan
saran tentang keimigrasian kepada pemerintah dan migran (Bradley, 2017). Namun, untuk
pengungsi di wilayah Indonesia, tidak ada organisasi lain yang memiliki peran sepenting
UNHCR dalam hal pengiriman bantuan dan mengatur penanganan pengungsi. UNHCR telah
berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana bantuan dari organisasi sosial serupa di
Indonesia untuk disalurkan kepada pengungsi, seperti; Tzu Chi, Dompet Dhuafa, Palang
Merah Indonesia, dan IOM Indonesia (Kompas.com, 2019a).

Peran UNHCR sangat penting ketika melihat pengaruh organisasi dalam rangka
pemenuhan hak sosial ekonomi pengungsi secara transnasional, dimana UNHCR merupakan
organisasi internasional yang ditugaskan untuk mengemban amanat penanganan pengungsi di
hampir semua negara di dunia. Dalam konteks pengungsi Kalideres, tak heran ratusan
pengungsi kerap melakukan protes di depan kantor UNHCR di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Mereka menuntut pemenuhan hak asasi manusia, baik dalam bantuan kebutuhan sehari-hari,
status kependudukan, maupun kebutuhan sosial ekonomi lainnya (Ismuntoro, 2020).

Amanat dan tugas UNHCR di Indonesia, atau negara lain di dunia dalam hal ini adalah
memastikan bahwa setiap pengungsi memiliki hak untuk mencari suaka dan mencari
perlindungan yang aman di negara lain, dengan opsi integrasi atau repatriasi (United Nations
High Commissioner for Refugees, n.d.). Sementara itu, untuk merealisasikan amanahnya,
UNHCR juga membantu pengungsi di bidang air bersih, sanitasi dan kesehatan, tempat
tinggal, selimut, perlengkapan rumah tangga, dan makanan. Selain itu, UNHCR juga
menyediakan paket transportasi dan bantuan bagi pengungsi yang memilih untuk kembali ke
negara asalnya dan mengembangkan proyek yang menghasilkan pendapatan bagi pengungsi
yang memilih untuk tetap tinggal (United Nations High Commissioner for Refugees, n.d.).
Dengan demikian, UNHCR sebagai organisasi internasional dengan mandat tata kelola
intergovernmental, sebagaimana diuraikan dalam konsep transgovernmentalisme, memiliki
kepentingan independen dalam menangani pengungsi. Yakni, kelancaran distribusi bantuan
kemanusiaan untuk kesejahteraan pengungsi di negara transit dan memastikan solusi
permanen untuk krisis pengungsi internasional, termasuk secara lokal di lokasi domestik
tertentu. Kedua aspek yang menjadi kepentingan UNHCR sebagai aktor transnasional ini akan
menjadi aspek kajian relasional dalam hubungan UNHCR dengan Pemerintah Jakarta Barat.

Dalam penyaluran bantuan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, UNHCR
tidak dapat berdiri sendiri untuk mewujudkannya karena berpotensi melanggar peraturan atau
undang-undang di negara tempat UNHCR beroperasi. Selain itu, UNHCR juga memiliki
keterbatasan dana, sumber daya, dan kemampuan operasional untuk memastikan penyaluran
bantuan yang optimal kepada pengungsi di suatu negara dan wilayah. Sehingga tidak jarang,
UNHCR juga bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) di suatu
negara untuk mencapai tujuannya. Juga, di Indonesia, UNHCR terlibat dalam menjalin kerja
sama berkelanjutan dalam menangani pengungsi dengan berbagai Pemerintah Daerah. Dalam
konteks ini, pengaturan mengenai kerja sama antar daerah dengan pihak asing sebagaimana
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diuraikan sebelumnya adalah relevan, ditambah dengan prinsip berjalannya organisasi
internasional di wilayah teritorial Indonesia.

Mengenai pengungsi di kawasan Kalideres, tentunya konteks dan keberadaan peran
Pemerintah Daerah sangat penting dalam proses penanganannya. Berdasarkan perspektif
UNHCR, hal ini memiliki beberapa keuntungan antara lain memahami konteks regional dalam
menyusun perencanaan penanganan pengungsi dan penyediaan berbagai sumberdaya
penanganan (dana, sumber daya manusia, waktu, dan lain-lain). Dalam hubungan tersebut,
Pemerintah Daerah juga membutuhkan keahlian UNHCR dalam pengelolaan pengungsi untuk
membantu Pemerintah Daerah menangani keberadaan dan dinamika pengungsi di wilayahnya.
Hal-hal inilah yang mendasari hubungan UNHCR dengan Pemerintah Daerah suatu negara.
Secara konkret, kerjasama yang terjalin antara UNHCR dan Pemerintah Daerah sejak awal
pemindahan pengungsi ke lokasi transit gedung eks-Kodim Kalideres. Kerja sama ini juga
dalam proses mencari lokasi yang lebih manusiawi untuk pengungsian sebagai opsi lain
penempatan pengungsi di gedung eks-Kodim Kalideres (VIVA.co.id, 2019). Bentuk kerjasama
lainnya adalah pemulangan sukarela bagi pengungsi dari negara yang relatif aman dari
ancaman dan deportasi bagi pengungsi yang status suaka ditolak oleh UNHCR
(Beritasatu.com, 2019b). Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga mengajukan bentuk
ketidaksetujuan karena wacana relokasi pengungsi dari gedung eks-Kodim Kalideres beberapa
waktu lalu tidak efektif. Hal tersebut dianggap merugikan kepentingan DKI Jakarta pada
umumnya dan Jakarta Barat pada khususnya (Kompas.com, 2019b).

Tentunya keseluruhan proses penanganan dan perumusan kebijakan pengungsi tidak
dilakukan secara secara spesifik dengan Pemerintah Jakarta Barat. Secara umum kerja sama ini
dilakukan dengan instansi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, antara lain Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Pusat, sesuai dengan struktur wilayah
yurisdiksi dan kewenangan yang berhubungan dengan aktor luar negeri. Namun, satu nilai
serupa dari berbagai kerjasama antara Indonesia dan UNHCR adalah bahwa koordinasi dan
penanganan kebijakan pengungsi harus melibatkan pemerintah lokal-regional. Ini sangat
penting untuk pemenuhan kebijakan dan penanganan yang efisien. Dalam hal ini,
paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta Barat dilakukan bekerjasama dengan
aktor luar negeri untuk memaksimalkan upaya penanganan pengungsi dengan sebaik-baiknya
untuk kepentingan bersama.

Apalagi dalam hal koordinasi kebijakan dan penanganan pengungsi harus mengacu pada
teritorial Pemerintah Jakarta Barat dan kepentingannya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,
kepentingan aktor subnasional dalam melakukan paradiplomasi dapat berbenturan dengan
atau sejalan dengan kepentingan nasional. Dalam permasalahan pengungsi ini, kepentingan
Pemerintah Jakarta Barat dan Pemerintah Indonesia secara umum sejalan. Pemerintah
Indonesia ingin menyelesaikan masalah pengungsi dan memenuhi hak asasi para pengungsi ini
untuk menghindari kritik internasional. Sementara itu, Pemerintah Jakarta Barat ingin
menyelesaikan konflik horizontal antara pengungsi dengan masyarakat sekitar, mencari tempat
lain untuk penempatan pengungsi, dan mendapatkan lebih banyak alokasi sumber daya dalam
penanganan jika tidak memungkinkan untuk penempatan pengungsi. Terkait hubungannya
dengan UNHCR, beberapa sudut pandang dari paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat, antara
lain membantu mereka mempercepat penanganan pengungsi di wilayahnya dan membantu
menyalurkan penanganan pengungsi.
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4.2. Pelaksanaan Distribusi Bantuan Kemanusiaan untuk Pengungsi

UNHCR tidak dapat membantu pengungsi secara langsung. Maka dalam menjalankan
fungsi tersebut, UNHCR membutuhkan pendampingan dalam mengkoordinasikan penyaluran
bantuan di tingkat nasional dan daerah. Dalam hal ini, dengan adanya kemitraan sebagaimana
diuraikan sebelumnya, Pemerintah Jakarta Barat berperan dalam menyalurkan bantuan
tersebut kepada para pengungsi. UNHCR dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
memberikan mandat kepada Pemerintah Jakarta Barat untuk menyalurkan bantuan.

Pemerintah Provinsi membantu pengungsi berupa makanan, sarana kebersihan, dan lokasi
tempat tinggal sementara di gedung eks-Kodim Kalideres yang telah mengalami perpanjangan
izin tinggal tanpa batas waktu (Kompas.com, 2019a). Sedangkan bersama UNHCR, Pemerintah
Jakarta Barat membantu menyalurkan berbagai bantuan untuk mendistribusikan kebutuhan
logistik dan infrastruktur seperti toilet portabel. Lebih lanjut, data terbaru menunjukkan bahwa
selama pandemi COVID-19, bantuan berupa penyediaan alat kesehatan seperti masker dan
hand sanitizer bagi para pengungsi yang hingga saat ini masih tinggal di lokasi transit Kalideres
(Tempo.co, 2020). Berbagai bentuk penyaluran bantuan dan penyediaan sumber daya yang
krusial bagi kehidupan pengungsi di tempat penampungan dilakukan oleh Pemerintah Jakarta
Barat, yaitu listrik dan air di gedung eks-Kodim Kalideres (ANTARA News, 2019).

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa bentuk bantuan yang disalurkan melalui
Pemerintah Jakarta Barat, dapat dipahami bahwa peran penting aktor subnasional dalam
menyalurkan bantuan kepada pengungsi internasional. Ada beberapa peran sentral yang
dimainkan oleh pemerintah subnasional dalam konteks ini, yang mungkin tidak dimainkan
oleh aktor lain. Pertama, keahlian, pemahaman, dan pengalaman Pemerintah pada tingkat
administratif terkecil untuk menangani masalah domestik di daerah. Misalnya, peran
Pemerintah Jakarta Barat dalam memberikan bantuan bagi pengungsi di daerahnya. Dalam hal
ini, Pemerintah Jakarta Barat merupakan institusi pemerintah yang setiap hari telah
berpengalaman membangun interaksi dan dinamika dengan masyarakat, pengungsi, dan
pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Jakarta Barat memiliki
kemampuan dan kredibilitas yang lebih tinggi untuk menangani proses penyaluran bantuan
dibandingkan dengan organisasi atau lembaga lain yang tidak memiliki pengalaman atau
pemahaman tentang konteks sosial ekonomi wilayah Jakarta Barat.

Yang kedua terkait dengan fokus ruang lingkup operasi. Karena Pemerintah Jakarta Barat
hanya memiliki kewenangan khusus untuk menangani pengungsi di wilayahnya, maka fokus
penanganan dan penyaluran bantuan secara keseluruhan dapat dilakukan untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal yang sama tidak berlaku untuk organisasi atau
lembaga lain, seperti UNHCR, yang harus mendistribusikan bantuan pengungsi ke semua
lokasi transit tempat pengungsi tinggal di Indonesia. Sehingga penyaluran bantuan di setiap
lokasi tidak bisa sepenuhnya menjadi fokus perhatian mereka. Dalam konteks ini, UNHCR
hanya berperan dalam pengawasan yang luas terhadap laju proses distribusi itu sendiri,
sementara pemerintah subnasional berada di garis depan dalam penyaluran bantuan bagi
pengungsi di wilayahnya masing-masing.

Dari perspektif paradiplomasi, harus memperhatikan kepentingan daerah dalam setiap
tindakan para aktor subnasional. Dalam hal ini, Pemerintah Jakarta Barat dapat menggunakan
penyaluran bantuan kepada pengungsi untuk menghindari konflik horizontal antara
pengungsi yang menuntut pemenuhan haknya dengan masyarakat setempat. Tentunya
penyaluran bantuan ini merupakan upaya positif Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak
asasi para pengungsi, meski Indonesia hanya negara transit bagi pengungsi. Selain itu,
pemerintah subnasional juga dapat menjalin hubungan yang positif dengan pengungsi dan
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lembaga pengawas bantuan seperti UNHCR. Hubungan positif dengan pengungsi ini dapat
membantu mencegah disrupsi sosial akibat protes pengungsi yang ditujukan kepada UNHCR
daripada terhadap Pemerintah Jakarta Barat. Sedangkan hubungan positif dengan UNHCR
dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Jakarta Barat dalam upayanya untuk mendapatkan
alokasi bantuan yang lebih banyak bagi pengungsi di wilayahnya. Selanjutnya dapat
menciptakan kondisi yang kondusif bagi kepentingan Pemerintah Jakarta Barat di wilayahnya,
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

4.3. Pengelolaan Kebijakan Penanganan Pengungsi di Lokasi Transit

Aktivitas paradiplomasi meliputi berbagai kegiatan aktor subnasional dengan aktor dari
luar negeri. Dengan mengacu pada status pengungsi di Indonesia yang bukan Warga Negara
Indonesia dan berasal dari luar negara Indonesia, keberadaan mereka di wilayah Indonesia
menjadi sebuah anomali. Strategi penanganan kondisi mereka menjadi isu di tingkat
transnasional. Dengan demikian, jika dilakukan oleh aktor pemerintah subnasional,
penanganan bahkan hubungan dengan pengungsi dapat dikatakan berada dalam ranah
paradiplomasi.

Dalam proses penanganan ini tentunya negara Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan
kapasitas dan kapabilitas Pemerintah nasional yang memiliki perhatian menyeluruh terhadap
keberadaan pengungsi di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, penanganan pengungsi secara lokal
menjadi penting, baik untuk kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas negara maupun
kepentingan lokal untuk mencegah konflik horizontal berdasarkan identitas pada masyarakat
Kalideres. Proses pengelolaan kebijakan ini juga melibatkan aktor luar negeri non negara yaitu
UNHCR. Semua aktor tersebut berinteraksi untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi di
Indonesia agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan permasalahan lebih lanjut baik lokal
maupun nasional.

Sedangkan untuk perumusan kebijakan tingkat tertinggi, koordinasi perancangan
kebijakan penanganan pengungsi terjadi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Sosial, Pemprov DKI Jakarta,
dan UNHCR (Beritasatu.com, 2019c). Dalam tim koordinasi kebijakan ini, terdapat pemahaman
bahwa penanganan pengungsi merupakan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Namun,
tentu saja Pemerintah Jakarta Barat bisa menawarkan perspektifnya melalui koordinasi dengan
Pemprov DKI Jakarta, mengingat wilayah yang dihuni pengungsi. Pemerintah Jakarta Barat
merupakan aktor yang berinteraksi langsung dengan pengungsi.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, maka kebijakan penanganan pengungsi
yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta Barat menjadi sangat penting untuk memperhatikan
perbedaan berbagai kebijakan penanganan pengungsi di tingkat daerah dan nasional.
Berdasarkan perspektif paradiplomasi, secara signifikan, kebijakan penanganan pengungsi oleh
aktor subnasional dapat menunjukkan keberpihakan spesifik yang berbeda dari kepentingan
nasional.

Secara umum, Pemerintah Jakarta Barat mengatur kehidupan pengungsi di gedung eks-
Kodim Kalideres, termasuk berbagai aspek kehidupan pengungsi di lokasi transit. Pemerintah
Jakarta Barat bertanggung jawab atas ketertiban umum pengungsi di lokasi transit (CNN
Indonesia, 2019a) dengan mempertimbangkan potensi konflik identitas antara pengungsi dan
masyarakat sekitar. Selain itu, Pemerintah Jakarta Barat juga dituntut untuk memperhatikan
kondisi dan berbagai kebutuhan para pengungsi, termasuk memenuhi berbagai kebutuhan
sehari-hari dengan menyalurkan bantuan dan yang belakangan menjadi perhatian juga,
membantu menjamin kesehatan para pengungsi ditengah kondisi pandemi COVID-19

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https:/ /doi.org/10.33019/society.v8i2.218 605



https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres

(ANTARA News, 2020). Dalam berbagai kebijakan dan tindakan tersebut, Pemerintah Jakarta
Barat memiliki hubungan yang cukup erat dengan pengungsi di wilayahnya sebagai pihak
internasional yang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan berpotensi menjadi ancaman bagi
ketertiban umum masyarakat sekitar.

Tentunya berbagai pertimbangan yang diuraikan di atas menjadi penting mengingat
perbedaan sudut pandang dan kepentingan dalam menyikapi keberadaan pengungsi di suatu
daerah. Yang terdiri dari 1) masyarakat setempat menginginkan keadilan sosial, ketertiban
umum, dan kebebasan dari persepsi ancaman yang dihadirkan oleh kedatangan pengungsi ke
dalam lingkup kehidupannya. 2) Lembaga internasional yang mensyaratkan lokasi transit
pengungsi semi permanen di negara transit sampai negara penerima ditemukan bersedia
menampung pengungsi secara permanen. 3) Pengungsi yang membutuhkan bantuan untuk
menunjang kehidupan sehari-hari. Kepentingan-kepentingan yang berbeda dan terkadang
berbenturan inilah yang rawan menimbulkan konflik terhadap warga Jakarta Barat. Karenanya,
peran Pemerintah Jakarta Barat dalam perspektif ini sangat penting untuk menjadi penengah
kepentingan daerah yang berbeda. Sedapat mungkin menghindari konflik yang lebih luas
antara berbagai pemangku kepentingan yang berinteraksi di wilayah mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah Jakarta Barat mempunyai kepentingan
subnasional yang sejalan dengan Pemerintah Pusat. Tepatnya dalam hal penanganan
pengungsi di wilayahnya secara terkoordinasi, aman, dan lancar. Kepentingan ini juga sejalan
dengan kepentingan yang dimiliki oleh UNHCR, sebagai mitra relasi Jakarta Barat dalam
masalah penanganan pengungsi di wilayahnya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ketiga
aktor tersebut juga memiliki sinergi dan tingkat kolaborasi antara satu aktor dengan aktor
lainnya untuk mencapai kepentingan bersama tersebut.

Sementara itu, meski secara umum memiliki kesamaan kepentingan, ketiga aktor ini
memiliki preferensi, prioritas, dan cara untuk memberikan kontribusi yang maksimal sesuai
kemampuan dan kewenangannya dalam menangani keberadaan pengungsi Jakarta Barat.
Pemerintah Jakarta Barat memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi untuk dukungan pendanaan,
relokasi pengungsi, menjaga ketertiban pengungsi, dan lain-lain yang terkait langsung dengan
pengelolaan keberadaan pengungsi di lapangan. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, perlu dipahami bahwa tidak ada kekerasan fisik langsung akibat sentimen konflik
horizontal antara pengungsi dan warga Jakarta Barat. Namun, perhatian utama Pemerintah
Jakarta Barat selanjutnya dalam perspektif ini terkait dengan potensi konflik akibat interaksi
antara warga dengan pengungsi di kawasan Jakarta Barat. Jadi, paradiplomasi Pemerintah
Jakarta Barat selama ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan pencapaian dua perspektif
kepentingan aktor subnasional (Jakarta Barat), dalam hubungannya yang lebih luas dengan
aktor nasional (Pemerintah Pusat), dan actor transnasional (UNHCR).

5. Kesimpulan

Akibat konflik, atau berbagai faktor lain dari satu negara ke negara lain, pergerakan
manusia menjadi fenomena yang semakin meningkat dalam hubungan internasional
kontemporer. Di Indonesia, keberadaan pengungsi di gedung eks-Kodim Kalideres sebagai
lokasi persinggahan kerap menimbulkan konflik horizontal antara pengungsi dengan
masyarakat sekitar terkait faktor identitas. Sementara itu, dalam penanganan dinamika
pengungsi, banyak pihak yang berperan di dalamnya, baik dari dalam maupun luar negeri,
terdiri dari Pemerintah Indonesia, UNHCR, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk
Pemerintah Jakarta Barat sebagai lokasi transit pengungsi.

Dalam menyikapi dinamika hubungan pengungsi dengan aktor subnasional (Pemerintah
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Jakarta Barat), penelitian ini menggunakan teori paradiplomasi. Hubungan antara berbagai
pemangku kepentingan nasional dan internasional dengan Pemerintah Jakarta Barat tergolong
dalam teori paradiplomasi. Kepentingan Pemerintah Jakarta Barat dalam menangani pengungsi
antara lain mengatur keberadaan pengungsi di Jakarta Barat dan mencegah konflik antara
pengungsi dengan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, Pemerintah Jakarta Barat melakukan
hubungan distribusi bantuan, menjalin hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan
dalam penanganan masalah pengungsi, dan mengatur kebijakan pengungsi di lokasi transit.
Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah horizontal akibat keberadaan
pengungsi di daerahnya dan mendapatkan dukungan (material dan finansial) dari berbagai
pemangku kepentingan jika masalah pengungsi terus berlanjut.

Prioritas ini menunjukkan peran vital para aktor paradiplomasi subnasional dalam
dinamika hubungan internasional kontemporer. Perkembangan tersebut nampaknya akan
semakin terlihat di Indonesia saat ini seiring dengan kapabilitas, pemahaman, dan tuntutan
kondisi yang dihadapi oleh aktor subnasional dalam menangani permasalahan yang
melibatkan aktor internasional di luar negara asalnya, seperti isu pengungsi, pariwisata, bisnis,
dan lainnya. Pemerintah Indonesia dapat memperoleh manfaat dari perkembangan ini jika
Pemerintah Indonesia dapat secara memadai mengasimilasi kepentingan nasional sebagai
bagian yang lebih luas dan terintegrasi dari berbagai kepentingan lokal-regional aktor
subnasional dalam isu spesifik untuk kepentingan mereka. Misalnya Pemerintah Jakarta Barat
dalam menangani keberadaan pengungsi di wilayahnya dan berbagai solusi yang telah diambil
(termasuk paradiplomasi) dalam proses penanganannya. Dalam penanganan pengungsi,
diperlukan adanya pemahaman dan satu visi di berbagai lembaga, organisasi, dan aktor lintas
birokrasi untuk melaksanakan hubungan luar negeri, memaksimalkan kepentingan negara, dan
meminimalisir kecenderungan subversif paradiplomasi terhadap kepentingan nasional.
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